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MOTTO

AKu tidak pernah menyangsikan Kebenaran yang memerlukan penjelasan

Kecuali aku dapati diriku harus menganalisis penjelasan itu.

(Kahlil Gibran)

' Kahlil Gibran, 1999, Renungan-renungan Spiritual, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, hal.
109.
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RINGKASAN

Terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan melawan
hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Adapun si pelanggar akan
mendapat tindakan tegas berupa hukuman dan pembayaran ganti rugi baik
materiil maupun immaterial kepada si korban atau ahli warisnya. Dengan latar
belakang tersebut penulis akan mengkaji lebih dalam dan menyusunnya dalam
bentuk skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU
LINTAS DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG",

Permasalahan yang dibahas adalah persyaratan apa yang harus dipenuhi
untuk memperoleh ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas, bagaimana
prosedur untuk mengajukan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas, apa yang
menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan ganti kerugian akibat
Perbuatan Melawan Hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah tujuan umum yaitu untuk
memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas
Hukum Universitas Jember dan memberikan informasi pada masyarakat berkaitan
dengan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam
kecelakaan lalu lintas. Tujuan khusus adalah ingin mengetahui jawaban dari
permasalahan.

Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah
secara yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer
dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi
kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif
akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Uralan-uraian skripsi ini dapat disimpulkan :

1. persyaratan yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian dalam
kecelakaan lalu lintas dapat berhasil adalah mengacu pada hukum acara
perdata, yaitu bahwa gugatannya harus jelas, padat dan singkat.

2. prosedur mengajukan gugatan ganti kerugian karena kecelakaan lalu lintas,

agar supaya ahli waris segera mendapat ganti kerugian dan tidak perlu untuk

Xil
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membayar biaya perkara adalah dengan cara mengajukan penggabungan
tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana (pasal 98 KUHAP).

3. Dasar pertimbangan hakim untuk menentukan ganti kerugian dalam
kecelakaan lalu lintas, adalah penuntut harus dapat membuktikan dasar dalil
gugatannya. Oleh karena dasar dalil gugatannya adalah perbuatan melawan
hukum maka si penuntut harus memenuhi atau membuktikan sebagaimana
disyaratkan dalam pasal 1365 KUHPer.

Berdasarkan uraian-uraian skripsi ini maka dapat diberikan saran-saran
sebagai berikut :

I. hendaknya persyaratan yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian
dalam kecelakaan lalu lintas dapat berhasil bisa dipermudah bagi si korban
maupun ahli warisnya.

2. Hendaknya prosedur dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam
kecelakaan lalu lintas khususnya di Pengadilan Negeri Jombang dapat
dipermudah.Untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan ganti
kerugian dalam kecelakaan lalu lintas maka korban maupun ahli waris
sebaiknya menggunakan cara penggabungan perkara pidana.

3. Hendaknya para Hakim bertindak cermat dan berhati-hati, agar disamping
dapat memuaskan para pihak (korban atau ahli warisnya), juga tidak

membebani tergugat, <
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Utrecth (Kansil, 1989:38), Hukum adalah himpunan peraturan-
peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib
suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Tujuan dari
hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.

Orang sebagai anggota masyarakat masing-masing mempunyai
kepentingan yang berbeda. Dimana bentuk dan kepentingan tersebut tidaklah
selalu sama, justru perbedaan kepentingan itulah yang sering mewarnai hubungan
antar anggota masyarakat.

Perselisihan yang terjadi antar masyarakat di dalam memenuhi
kepentingannya, seringkali menimbulkan kegoncangan pada masyarakat itu
sendiri. Kegoncangan atau perselisihan tersebut diharapkan sedapat mungkin
dihindari. Untuk mengatasi hal tersebut maka hukum mempunyai peranan sebagai
pengatur hubungan-hubungan tertentu dalam masyarakat.

Semakin majunya teknologi dan perkembangan jaman atau modernisasi
serta padatnya penduduk maka semakin padat pula arus lalu lintas khususnya di
Jalan raya. Hal ini, khususnya pada jalur-jalur lalu lintas yang padat kemungkinan
besar sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Kecelakaan tersebut
menimbulkan suatu kerugian bagi mereka yang tidak bersalah. Oleh karena itu
mereka yang merasa dirugikan bisa menuntut ganti rugi sesuai dengan haknya.

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena kecerobohan ataupun kelalaian
pengemudi yang tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas yang
ada. Jika setiap anggota masyarakat mematuhi segala peraturan yang telah
ditetapkan oleh hukum maka akan dapat dihindari terjadinya kecelakaan lalu
lintas. Kenyataannya, peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum itu seringkali
dilanggar baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan hukum akan mengganggu
keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Di dalam keadaan serta situasi

L UPT Perpustakaan
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yang demikian itu, hukum akan berupaya untuk memulihkan keseimbangan
tersebut.

Hukum disamping mengatur hubungan antar anggota masyarakat, juga
mempunyai kekuasaan memaksa agar peraturan yang telah ditetapkan dalam
mengadakan hubungan-hubungan hukum itu dipatuhi. Aparatur penegak hukum
ataupun Hakim diharapkan akan mengembalikan hak dari pihak yang dirugikan.
Salah satu akibat dari pelanggaran atas peraturan hukum, serta membebankan
kewajiban kepada pihak lainnya adalah dengan mengembalikan apa yang telah
diterimanya atau diperolehnya secara melawan hukum.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan melawan
hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Adapun si pelanggar akan
mendapat tindakan tegas berupa hukuman dan pembayaran ganti rugi baik
materiil maupun immateriil kepada si korban atau ahli warisnya. Diharapkan si
pelanggar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum
dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang ada.

Untuk memberikan pengayoman serta perlindungan hukum baik bagi
pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki sebagai pengguna jalan
raya, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan
pelaksanaan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Jombang. Hal ini karena di Jombang banyak terjadi
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Pada akhir-
akhir ini sudah jarang sekali perkara kecelakaan lalu lintas sampai di Pengadilan
Negeri Jombang, karena sebagian besar mereka sudah melakukan damai tanpa
mempersulit proses ke Pengadilan. Dimana pihak yang melakukan pelanggaran
dan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak melapor pada pihak yang
berwayjib, karena dengan cara damai perkara itu sudah bisa diselesaikan.

Lain halnya dengan mereka yang tidak menerima cara damai yang

ditawarkan. Mereka akan mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan
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Negeri untuk memperoleh hak yang seharusnya ia terima, disertai dengan bukti-
bukti dan saksi-saksi yang ada.

Dengan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji lebih dalam dan
menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : “PELAKSANAAN GANTI
KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas sebagai

berikut:

1. persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti kerugian dalam
kecelakaan lalu lintas?

2. bagaimana prosedur untuk mengajukan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu
lintas?

3. apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan ganti
kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini dibedakan menjadi:
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang ingin dicapai :
a. untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum
berdasarkan kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Jember;
b. untuk memberikan tambahan informasi yang penting bagi masyarakat
berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum

dalam kecelakaan lalu lintas.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai:
a. ingin mengetahui persyaratan untuk mengajukan ganti kerugian akibat

perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas;
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b. ingin mengetahui prosedur untuk mengajukan ganti kerugian akibat perbuatan
melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas;
C. ingin mengetahui dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan ganti

kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

1.4 Metodologi

Penulisan suatu karya ilmiah seharusnya menggunakan metode-metode
yang dapat dinilai dari segi analisis dan konstruksinya. Hal itu harus diungkapkan
secara berurut dan sebagai satu kesatuan dari suatu sistem. Metodologi yang

digunakan didalam penulisan skipsi ini adalah:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan
secara yuridis sosiologis. Yuridis maksudnya berdasarkan aturan-aturan hukum
yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang ada. Sosiologis maksudnya
melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian maksud dari
yuridis sosiologis adalah berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku
dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.4.2 Sumber Data
1. Sumber Data Primer
adalah sumber data untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan
cara terjun langsung ke lapangan. Salah satunya melalui wawancara dengan
pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Jombang.
2. Sumber Data Sekunder
adalah sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari
penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari  buku-buku, literatur,
Peraturan Perundang-undangan, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,

yurisprudensi, dan sebagainya.
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1.4.3 Metode Pengumpulan data
1. Studi Kepustakaan
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu
dengan cara membaca literatur sebagai sumber, mengumpulkan dan
mempelajari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Pengadilan
Negeri Jombang yang berhubungan dengan permasalahan.
2. Studi Lapangan
pengumpulan data dengan cara studi lapangan, dilakukan melalui
wawancara langsung kepada Hakim, dan pihak-pihak yang terkait di
Pengadilan Negeri Jombang, untuk memperoleh informasi mengenai
pelaksanaan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam
kecelakaan lalu lintas di Pengadilan negeri Jombang.
1.4.4 Analisis Data
Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya data tersebut
disusun sccara sistematis dan teratur sesuai dengan keperluan. Setelah itu
dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan uraian
atau gambaran berdasarkan Perundang-undangan. Kemudian dilanjutkan dengan
pembahasan sesuai perumusan masalah. Akhimnya ditarik kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif yaitu menganalisa permasalahan yang bersifat

umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
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mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 80 Km/Jam dan tidak dapat
untuk menguasainya serta merasa gugup. Akhirnya menabrak korban pada bagian
tengah sepeda pancal tersebut, sehingga korban jatuh di tengah jalan. Sewaktu
korban ditolong dan dibawa ke Rumah sakit telah meninggal dunia, karena
mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum Nomor :
371/04/403 34/111/2001 tanggal 29 Maret 2001 yang di buat dan ditandatangani
oleh Dokter HERI M. FATCHULLAH, Dokter pada Rumah sakit Umum
Jombang dengan hasil pemeriksaan antara lain:

1. kepala belakang kanan robek dengan 5 (lima) jahitan;

2. dada luka lecet, dada kanan calpitasi (+);

3. perut luka bekas operasi dengan 20 jahitan;

4. tangan kanan patah tulang dengan luka robek 9 (sembilan) jahitan.

Akibat dari perbuatan dan kealpaan tersangka yang menyebabkan matinya
orang lain, maka tersangka dapat dikenai pasal 359 KUHP dengan hukuman
penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun.

NURUL ANISA sebagai istri korban merasa mengalami  kerugian
sehingga ia mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Jombang.
Tuntutan tersebut merupakan kerugian Immateriil, diantaranya :

1. kehilangan penghasilan dari almarhum suami penggugat asli selaku guru
SMP;

2. biaya hidup anak-anak (4 anak);

3. biaya sekolah anak-anak sampai tamat SMA.

Disamping itu kerugian materiil yang dituntut, diantaranya :

l. perbaikan sepeda pancal;

pengurangan nilai jualnya;

biaya kematian suami sampai 1000 harinya;

e b

biaya perawatan dokter.
Seluruh kerugian itu nilainya Rp. 40.000.000,-. Nilai kerugian sebanyak
itu dituntut oleh ahli waris korban melalui putusan Pengadilan Negeri dengan

perkara pidana No. Reg. Perkara PD. 97/Jomba/5.01
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2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini diantaranya
adalah :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
a. pasal 1365
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
b. pasal 1367
Scorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh
barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
c. pasal 1370
dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang
hati-hatinya seseorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau
orang tua sikorban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan
sikorban, mempunyai hak menuntut suatu ganti- rugi, yang harus dinilai
menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pithak, serta menurut
keadaan.
d. pasal 1371
Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja
atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada sikorban untuk,
selain penggantian, biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian
kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.
Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan
kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.
Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal
menilaikan kerugian, yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap

pribadi seseorang.
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e. pasal 1858
Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan
seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan.
Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan
mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
a. pasal 98

(1) jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu
pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan
kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan
orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan
ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan
selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan
pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan
selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

b. pasal 99

(1) apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya
pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka
Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk
mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan
tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak
yang dirugikan tersebut.

(2) kecuali dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang
mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan
dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang
penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh
fihak yang dirugikan.

(3) putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat
kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan
hukum tetap.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

¢. pasal 100

(1) apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara
pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam
pemeriksaan tingkat banding.

(2) apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan
banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

d. pasal 101
Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti
kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
a. pasal 359

Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, atau pidana kurungan

selama-lamanya satu tahun.
b. pasal 360

(1) barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau
pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

(2) barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian
rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat
menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dipidana dengan
pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda
setinggi-tingginya empat ribu limaratus rupiah.

4. UU NO. 14 Tahun 1992 tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN.

a. pasal 28
Pengemudi kendaraan bermotor bertanggungjawab atas kerugian yang
diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak
ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam

mengemudikan kendaraan bermotor.
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b. pasal 31
(1) apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik
dan/ataupengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan
kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau
biaya pemakaman.
(2) apabila terjadi cidera terhadap badan atau kesehatan korban,
bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum menurut Wiryono Projodikoro, (1993:13)
mengatakan, bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca
keseimbangan dalam masyarakat. Kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila
peraturan-peraturan  hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung).
Perbuatan tersebut tergantung dari nilai hebatnya goncangan itu, meskipun secara
langsung hanya mengenai perkosaan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan
atau sopan-santun, harus dicegah seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung
melanggar hukum.

Perbuatan ~ Melanggar Hukum  menurut  Sutisna Atmadipraja
(1985:15) menyatakan, bahwa pelanggaran suatu norma tertulis atau tidak tertulis
diluar norma perjanjian, wanprestasi merupakan perbuatan yang bertentangan
dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut sejarah dan sistematis
perundang-undangan ingkar janji (wanprestasi) tidak termasuk dalam Perbuatan
Melanggar Hukum, jadi harus dipisahkan antara wanprestasi dan perbuatan
Melanggar Hukum.

Dalam pengertian lain menurut sarjana tentang Perbuatan Melawan
Hukum (Sutisna Atmadipradja, 1985;15), Yaitu:

I Ter Haar dalam bukunya yang berjudul “Beginselen en stelsel van
het adatrecth” menggambarkan suatu delic adalah tiap-tiap gangguan
dar1 keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran
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Inti dari Arresst Hoge raad, tanggal 31 januari 1919 (Sianturi, 1989: 143)
tentang pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengenai pengertian
dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), yaitu:

Perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-

undang; melakukan sesuatu perbuatan yang menentang sesuatu yang

bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut Undang-undang;
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan melakukan
sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
merupakan suatu masalah yang belum dipahami dengan baik di Negara Indonesia,
karena bidang hukum ini lahir di Negeri Belanda. Kemudian dengan asas
konkordansi diberlakukan juga di negara Indonesia. Bahkan di negeri asalnya
sendiri masalah perbuatan melawan hukum tetap merupakan persoalan yang
menarik dikalangan ahli-ahli hukum serta dalam yurisprodensi.

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, merumuskan perbuatan
melawan hukum sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut.

Pasal tersebut hanya menentukan persyaratan-persyaratan untuk dapat
mempertanggungjawabkan  seseorang (subyek hukum), yang merupakan
perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai
apa yang dimaksudkan melawan hukum serta kesalahan.

Seandainya pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah
mencakup rumusan melawan hukum, maka barangkali tidak akan timbul dua
macam perumusan, yakni perumusan secara sempit dan perumusan secara luas,
Segala sesuatunya sudah dicakup didalam pasal 1365 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat
menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Perumusan atau penafsiran perbuatan melawan hukum dalam arti sempit,
adalah penafsiran yang hanya terfokus pada perbuatan-perbuatan yang tercantum

dalam undang-undang saja.
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Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1992 menyatakan, bahwa;

(1) apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha
angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa
biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.

(2) apabila terjadi cidera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang
diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

Kecelakaan lalu lintas selalu membawa kerugian baik pada manusia
maupun pada benda dan si pelaku. Oleh karena itu, kerugian tersebut idialnya
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan atau secara perdata.

Pelanggaran terhadap ketentuan pidana tentang lalu lintas dapat
menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian.
Kecelakaan yang ditimbulkan tersebut bukan hanya berupa tabrakan, baik antara
sesama kendaraan bermotor maupun antara kendaraan bermotor dengan pemakai
jalan lainnya, tetapi dapat pula berupa kecelakaan lainnya seperti jatuhnya
penumpang dari bis kota ataupun jatuhnya kendaraan umum antar kota kedalam
jurang.

Dalam  kecelakaan semacam itu, pada umumnya orang akan
mempermasalahkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku yang
bersalah dalam kecelakaan itu. Si pelaku tersebut, yang dalam proses pidana
disebut terdakwa. Pada akhirnya terdakwa itu dapat diajukan ke Pengadilan untuk
diperiksa dan diputus bersalah atau tidak sebagai pertanggungjawaban atas
perbuatannya.

Pada umumnya mereka lebih menaruh perhatian pada masalah kerugian
yang dideritanya dan mengharapkan memperoleh penggantian atas kerugian itu

secepat mungkin.

2.3.3 Pengertian Ganti Kerugian

Pengertian ganti kerugian menurut Kamus besar bahasa Indonesia yaitu,
ganti maksudnya bertukar atau berganti, Kerugian maksudnya menanggung atau
menderita rugi. Jadi dapat diartikan bahwa ganti kerugian adalah mengganti atau

menanggung kerugian kepada pihak yang menderita rugi.
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Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 1
ayat 22, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas
tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan,
dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara
yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam kecelakaan lalu lintas kerugian yang timbul karenanya juga dapat
berupa kerugian dalam kekayaan (ver Mogensschade) yang didalamnya termasuk
kerugian pada benda dan pada orang, serta kerugian immateriil.

. Kerugian pada benda. .

Kerugian pada benda adalah kerugian dalam nilai uang yang
diakibatkan olah kerusakan, kehancuran atau kehilangan suatu benda.
Kerugian ini dapat pula dikatakan dengan kerugian materiil, oleh
karena disini materinya yang diserang ataupun hilang.

Kerugian pada benda tidak saja berupa penurunannya nilai benda
itu tetapi juga kerugian tidak langsung seperti biaya perbaikan dan
kehilangan keuntungan yang diharapkan. Kerugian ini seperti halnya
dengan kerugian dalam kekayaan lainnya, harus diganti seluruhnya
baik kerugian yang langsung maupun yang tidak langsung.

2. kerugian pada manusia (persoonsschade).

Undang-undang mengatur secara khusus tentang peristiwa
meninggalnya sescorang dan luka atau cacat anggota badan, yang
disebabkan oleh perbuatan orang lain, yaitu dalam pasal 1370 dan
1371 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal tersebut membatasi pertanggungjawaban, baik tentang siapa
yang dapat menuntut ganti rugi maupun tentang apa yang dapat
dituntut jika timbul akibat berupa luka-luka atau cacat badan ataupun
meninggalnya seseorang, serta besarnya ganti rugi.

Pengertian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan
kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.
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3. kerugian immateriil.

Undang-undang hanya memberikan penggantian atas dua macam
kerugian immateriil yakni kerugian yang diakibatkan luka atau
cacatnya anggota badan (pasal 1371 KUHPerdata) dan kerugian
karena penghinaan (pasal 1372 KUH Perdata).

Ciri-ciri dari bentuk kerugian ini adalah bahwa bagi yang
dirugikan, kerugian immateriil tidak merupakan pengurangan
kekayaan, penggantian dalam bentuk uang, bukan kompensasi dari
kerugian kekayaan.

Kerugian menurut Asser-Rutten (Setiawan, 1992:250) adalah segi yang
tidak menguntungkan yang diderita oleh seseorang sebagai akibat suatu kejadian
tertentu.

Kerugian dalam arti yuridis menurut Schut (Setiawan, 1992:250) adalah
kerugian yang secara abstracto dapat memperoleh penggantian yang diderita
dalam suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menurut Hoffman-Drion (Setiawan, 1992:250) membedakan 3 macam
kerugian, yaitu :

1. kerugian sebagai pengurangan harta kekayaan;

2. kerugian sebagai perusakan terhadap kebendaan berwujud si penderita
memiliki kepentingan;

3. kerugian immateriil yang menimbulkan perasaan tidak mengenakkan bagi
seseorang.

Ganti kerugian  menurut  Hoffman-Dion (Setiawan, 1992:250) dapat
memiliki bermacam-macam arti, yaitu:

I. penggantian dalam bentuk uang terhadap berkurangnya kekayaan karena
adanya perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti rugi ini paling banyak kita
jumpai dalam praktek:

2. pemulihan kedalam keadaan semula, yakni keadaan sebelum terjadinya
perbuatan melawan hukum;

3. penggantian biaya-biaya yang diperlukan untuk memulihkan keadaan pada

keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum;
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4. penggantian dalam bentuk uang terhadap penderitaan orang yang ditimbulkan
oleh orang lain karena suatu perbuatan melawan hukum.

Pada prinsipnya ganti kerugian berbentuk uang, tanpa menutup
kemungkinan adanya penggantian dalam bentuk lain. Namun hal itu tidak
mengurangi kemungkinan bahwa Hakim atas permintaan pihak yang dirugikan
dengan mengingat keadaan yang meliputinya, menentukan ganti rugi dalam
bentuk lain. Apabila hal yang terakhir ini tidak dipenuhi dalam tenggang waktu
yang telah ditentukan, maka pihak yang dirugikan memperoleh kembali haknya
untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk uang.

Ganti kerugian diberikan sepenuhnya, meliputi semua kerugian yang telah
diderita. Tentu saja setelah dipertimbangkan tentang adanya kesalahan, hubungan
sebab-akibat antara kerugian dengan perbuatan dan tentu saja dengan
memperhatikan sejauh mana telah terbukti adanya kerugian itu.

Asas bahwa ganti kerugian diberikan sepenuhnya, terdapat beberapa
perkecualian. Perkecualian yang umum diterapkan ialah perkecualian berkenaan
dengan diperhitungkannya keuntungan yang telah diperoleh si korban.
Perkecualian lain ialah, apabila Hakim mempergunakan wewenangnya untuk

mengurangi atau menyesuaikan besarnya ganti kerugian.
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3.1 Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Agar Tuntutan Ganti Kerugian
Dalam Kecelakan Lalu Lintas Dapat Berhasil

Dengan adanya putusan Pidana No. Reg. Perkara PD. /97/Jomba/5.01
yang mengatakan bahwa pelaku melakukan pelanggaran dan dijerat pasal 365
KUHP dengan hukuman penjara 1 tahun. Setelah putusan pidana didapat maka
tidak menutup kemungkinan tuntutan ganti kerugian secara perdata bisa diajukan.
Hal ini karena pihak ahli waris merasa dirugikan dengan kejadian kecelakaan
tersebut, dimana korban merupakan tulang punggung keluarga. Berpedoman
dengan kejadian tersebut maka istri korban mengajukan gugatan ganti kerugian ke
Pengadilan Negeri Jombang. Persyaratan yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti
kerugian dalam kecelakan lalu lintas dapat berhasil adalah mengacu pada hukum
acara perdata, yaitu bahwa gugatannya harus jelas, padat dan singkat.

Persyaratan tersebut antara lain :

1. apabila antara pihak korban dengan terdakwa tidak terjadi perdamaian atau
penggantian biaya atau santunan dari terdakwa kepada korban.
Dasar hukumnya : pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian perdamaian antara pihak korban dengan pelaku dibolehkan oleh
Undang-undang. Apabila dengan cara perdamaian tidak bisa diselesaikan, maka
tuntutan ganti kerugian bisa diajukan ke Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, maka pihak korban terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, sehingga ia
tidak boleh lagi mengajukan gugatan perdata.

Seringkali di dalam berkas perkara pidana tentang kecelakaan lalu lintas
yang membawa korban manusia, terdapat surat perjanjian antara si korban atau
ahli warisnya dengan si terdakwa (perjanjian perdamaian) yang pada pokoknya
berisi bahwa si korban atau ahli warisnya, yang telah menerima bantuan uang
(santunan) dari terdakwa. Si korban menyatakan menerima musibah yang

menimpanya sebagai takdir dan karenanya tidak akan menuntut terdakwa.

20
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Sebaliknya terdakwa didalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa tanpa
paksaan siapapun dan dengan rela hati menyerahkan santunan untuk meringankan
penderitaan sikorban atau ahli warisnya.

Pemberian santunan tersebut oleh si terdakwa dimaksudkan agar dapat
meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, sedangkan bagi sikorban atau ahli
warisnya santunan tersebut merupakan jalan pintas untuk dapat secepatnya
memperoleh penggantian atas kerugian yang dideritanya meskipun jumlah yang
diterimanya berdasarkan perjanjian tersebut jauh dari pada memadai.

Perjanjian perdamaian antara pihak yang dirugikan dengan siterdakwa
sebagaimana yang terurai diatas diperbolehkan oleh Undang-undang Hukum
Perdata. Perdamaian tersebut tidak menghalangi penuntutan perkara secara
pidana.

Dengan demikian yang dimaksud dengan “tidak akan menuntut terdakwa”
dalam perjanjian perdamaian antara pihak yang dirugikan tersebut tidak akan
menuntut terdakwa secara perdata.

Bilamana pihak yang dirugikan merasa bahwa jumlah yang diterimanya
sesuai dengan perjanjian perdamaian yang dibuatnya dengan terdakwa, tidak
seimbang dengan kerugian yang dideritanya, maka masih dapatkah ia menggugat
si terdakwa untuk jumlah ganti rugi sisanya? Untuk itu dapat dilihat dalam pasal
1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

(1) Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak sesuatu kekuatan

seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan.

(2) Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan

mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Berdasarkan pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pihak
yang dirugikan tersebut diatas terikat dengan isi perjanjian perdamaian yang
dibuatnya dengan terdakwa, sehingga ia tidak dapat lagi menggugat si terdakwa
untuk jumlah ganti rugi sisanya. Hal ini sesuai dengan maksud diadakannya suatu
perjanjian perdamaian sebagaimana yang dirumuskan oleh pasal 1851 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:
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Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak,

dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah
timbulnya suatu perkara.

Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Timbul
suatu pertanyaan apa sebenarnya yang melatar belakangi pertimbangan pihak
yang dirugikan dalam mengadakan perjanjian perdamaian dengan terdakwa
sekalipun ia menyadari bahwa ganti rugi yang diterima itu sangat kecil jumlahnya.

Ada yang mendasari pertimbangannya itu pada pendapat bahwa tuntutan
ganti rugi karena kecelakaan lalu lintas baru dapat diajukan setelah adanya
putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan
terdakwa, schingga untuk memperoleh penggantian atas kerugian yang
dideritanya itu ia harus melalui proses yang sangat panjang dan lama.

Pendapat diatas tidaklah beralasan, oleh karena menurut pasal 1918 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Hakim yang memeriksa tuntutan ganti rugi
tersebut (dalam perkara perdata) tidak terikat dengan putusan yang berkuatan
hukum tetap yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena suatu
kejahatan atau pelanggaran jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Bahkan pasal 1919 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan
bahwa :

Jika seseorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang
didakwakan kepadanya, maka pembebasan itu dimuka Hakim perdata tidak
dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.

Dengan demikian pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas
sebenarnya dapat lansung mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa menunggu proses
pidananya.

2. (a). dalam hal gugatan perdata dasar gugatannya adalah perbuatan melanggar
hukum.

Dasar hukum : pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(b). dalam hal perkara pidana tuntutan ganti rugi bisa diajukan dalam

penggabungan perkara ganti kerugian.
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Dasar hukum : pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana.

Dalam hal penggabungan ini tidak menutup kemungkinan untuk

mengajukan gugatan perdata tanpa menunggu putusan Pengadilan Negeri.

Kelemahan tuntutan ganti rugi melalui cara pidana dalam pasal 98 ayat 1

Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana, diantaranya :

1.

bahwa ganti rugi yang bisa dituntut terbatas pada biaya-biaya yang telah
dikeluarkan oleh korban saja;

bahwa apabila terdakwanya anak yang masih dibawah umur, eksekusi putusan
ganti ruginya tidak dapat dilakukan terhadap harta kekayaan orang tua anak
tersebut;

bahwa dalam hal pelaku tidak mampu (ckonomis) maka eksekusi sukar
dijalankan.

Kelebihannya antara lain :

. tanpa persekot biaya perkara;

apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka ganti rugi bisa
secepatnya didapat;

dengan adanya UU No.14 Tahun 1992 pasal 31 maka pihak tergugat tidak
hanya pada terdakwa atau pelaku tetapi juga pada pemilik kendaraan atau
majikan.

Dibandingkan dengan tuntutan ganti rugi melalui cara pidana, dengan

cara gugatan perdata adalah lebih menguntungkan bagi korban, karena

mempunyai kelebihan-kelebihan diantaranya :

1.

bahwa ganti rugi yang dapat dituntut tidak hanya terbatas pada biaya-biaya
yang telah dikeluarkan oleh korban tetapi dapat meliputi, baik kerugian
materiil maupun immateriil yang dideritanya;

Bahwa tuntutan tidak hanya dapat diajukan kepada pelaku, tetapi dalam hal-
hal teretentu juga dapat diajukan kepada orang lain, yang mungkin lebih
mampu secara ekonomis dari pada pelaku. Hal ini disebabkan karena tutntutan
ganti rugi melalui gugatan perdata didasarkan pada adanya perbuatan
melanggar hukum seperti diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum
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Perdata yang tidak hanya mengenal pertanggungjawaban perdata dari pelaku,
tetapi juga mengenal pertanggungjawaban seseorang dalam kwalitas tertentu,
seperti diatur dalam pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka dalam kecelakaan lalu
lintas bukan hanya pelaku (sopir atau pengemudi) yang dapat dituntut ganti
rugi, melainkan gugatan juga dapat diajukan kepada orang tua atau wali dalam
hal pelaku adalah anak dibawah umur, pengusaha angkutan dimana pelaku
bekerja sebagai sopir dan juga penyewa atau pemegang kendaraan lainnya
yang mempekerjakan pelaku sebagai sopir.

Kelemahannya diantaranya adalah
1. membayar persekot biaya perkara;

2. apabila gugatan dikabulkan maka ganti rugi yang diperoleh dapat memenuhi
harapan penggugat.

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu
pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi
orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan
untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Demikian rumusan pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana, pasal tersebut memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan
dalam kecelakaan lalu lintas untuk meminta kepada Hakim yang menangani
perkara pidananya agar pada waktu yang sama juga memeriksa dan memutus
perkara tuntutan ganti rugi karena kecelakaan itu. Permintaan penggabungan
perkara ganti kerugian tersebut, menurut ayat 2 dari pasal 98 Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana, harus diajukan selambat-lambatnya sebelum
penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau dalam hal acara pemeriksaan
cepat, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan
putusan.

Selain ketentuan tentang cara mengajukan permintaan penggabungan
perkara gugatan ganti kerugian, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
mengharuskan pengadilan untuk memperhatikan tentang kewenangannya

mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatannya, dan tentang
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ganti rugi yang hanya berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang
dirugikan (pasal 99 ayat 1). Oleh karena itu tuntutan akan biaya-biaya yang masih
harus dikeluarkan oleh pihak-pihak yang dirugikan (misalnya biaya operasi yang
akan segera dilaksanakan) dan juga ganti rugi immateriil tidak dapat dituntut
dalam gabungan perkara gugatan ganti rugi, melainkan harus diajukan dalam
gugatan perdata.

Lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut didalam
prakteknya, kadang-kadang tidak memberi hasil sebagaimana yang diharapkan
oleh pihak yang dirugikan. Disamping terbatasnya Jumlah ganti rugi yang dapat
diberikan kepada pihak yang dirugikan, juga eksekusi putusan yang menggunakan
lembaga hukum tersebut menimbukan permasalahan bilamana yang menjadi

terdakwa dalam perkara pidanya adalah anak-anak.

3. (a). dalam perkara perdata tuntutan kerugian baik materiil maupun immateriil
harus diajukan dalam gugatan perdata.

(b). dalam perkara pidana tuntutan kerugian materiil saja yang hanya dapat
digabungkan dalam perkara pidana (pasal 98 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana).

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata,
pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas berhak untuk menuntut
penggantian atas kerugian tersebut dari orang yang karena salahnya dalam
kecelakaan tersebut, menerbitkan kerugian itu.

Dasar hukum yang digunakan oleh pihak yang dirugikan tersebut dalam
menuntut ganti rugi adalah pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pasal tersebut selengkapnya berbunyi :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut.

Rumusan pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata terlihat
adanya 4 unsur yang harus dipenuhi agar gugatan ganti rugi yang didasarkan pada

pasal tersebut dapat berhasil, yaitu :
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a. perbuatan melanggar atau melawan hukum.

Tidak ada suatu peraturan Perundang-undanganpun yang mengatur
tentang apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum. Menurut Yurisprudensi
yang tetap di Indonesia (yang dianut oleh negeri Belanda sejak Arrest
Lindenbaum-Cohen Hoge Raad 31 januari 1919) ada 4 kriteria dari perbuatan
melawan hukum:

1. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau

2. perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau

3. perbuatan yang melanggar kaidah tata susila,atau

4. perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-
hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama
warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dalam
kecelakaan lalu lintas, pada umumnya didasarkan pada kriteria pertama dari
perbuatan melawan hukum tersebut diatas. Maksud dari kewajiban hukum
sipelaku dalam kriteria tersebut adalah kewajiban sipelaku menurut hukum
tertulis.

Namun demikian, pelanggaran kaidah hukum pidana menurut Yurisprudensi
di Negeri Belanda, tidak begitu saja merupakan perbuatan melawan hukum
menurut pengertian pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi
masih ada beberapa persyaratan lagi yang harus dipenuhi, terutama
1. bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan tergugat terancam.

Suatu pelanggaran norma (kaidah hukum) barulah dikatakan melawan
hukum, bilamana karena pelanggaran tersebut kepentingan perdata seseorang
terancam. Apabila seseorang tetap mengemudikan kendaraannya walaupun
lampu lalu lintas menunjukkan warna merah tanpa membahayakan orang
ataupun barang milik orang lain, maka ia telah melakukan perbuatan melawan
hukum menurut pengertian pidana, namun bukan melawan hukum menurut
pengertian perdata. Dalam kejadian tersebut tidak dapat diajukan gugatan
berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
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2. bahwa kepentingan penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar.
Syarat ini yang dikenal dengan nama Schutznormtheorie, oleh para
penganjurnya dimaksudkan sebagai koreksi terhadap ajaran klasik yang
mengatakan bahwa setiap pelanggaran norma dengan sendirinya adalah
perbuatan melawan hukum. Suatu norma (kaidah hukum) dimaksudkan
untuk melindungi suatu kepentingan tertentu. Tidak setiap orang yang
menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat
menuntut ganti rugi.
3. bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum.
Syarat ini mengenai tidak terdapatnya alasan pembenar menurut hukum.
Alasan pembenar menurut hukum adalah alasan yang meniadakan sifat
melawan hukum, melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan
perintah jabatan,
b. kerugian
Hanya dengan adanya kerugian yang timbul dari suatu perbuatan yang
melawan hukum (pelanggaran kaidah hukum) saja. Pihak yang dirugikan dapat
menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata. Tanpa adanya kerugian yang dideritanya, ia tidak dapat menuntut ganti
rugi dari pelanggar kaidah hukum seperti pengemudi kendaraan bermotor yang
tetap menjalankan kendaraannya sekalipun lampu lalu lintas dihadapan
pengemudi tersebut berwarna merah.
c. kesalahan
Kesalahan merupakan syarat bagi sipelaku perbuatan melawan hukum
untuk bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Pada umumnya orang yang
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sehingga
terjadi  kecelakaan lalu lintas, dapat dipersalahkan dan karenanya
bertanggungjawab atas perbuatannya itu.
Namun dalam prakteknya tidak selalu demikian, misalnya pada anak-anak
yang masih muda usianya tidaklah mudah untuk menentukan apakah pada dirinya
ada unsur kesalahan dan karenanya ia dapat dipersalahkan.

d. hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
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Kerugian adalah rantai terakhir dari rangkaian peristiwa yang saling
mengikuti dalam suatu perbuatan melawan hukum. Untuk dapat menentukan
adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dikenal beberapa teori,
yaitu :

1. Teori Conditio Sine Qua Non (ajaran Von Buri).

Menurut ajaran ini semua peristiwa harus dianggap sebagai sebab.
Setiap peristiwa sebagai suatu mata rantai dari rangkaian sebab dengan
sendirinya menjadi sebab dari suatu rantai yang terakhir yakni suatu
akibat. Tiap-tiap peristiwa tersebut merupakan conditio sine qua non untuk
timbulnya akibat.

2. Ajaran Causa Proxima.

Hanya mata rantai terakhir saja dari rangkaian scbab. Menurut ajaran
ini, yang merupakan penyebab dari kerugian. Ajaran ini terlalu membatasi
tanggungjawab dari perbuatan melawan hukum.

3. Teori Adequatie.

Yang dianggap sebagai sebab dari kerugian adalah perbuatan dari
rangkaian sebab, yang menurut akal yang sehat diduga menimbulkan
kerugian tersebut atau dengan perkataan lain bahwa timbulnya kerugian
tersebut, menurut akal yang sehat, dapat diduga (het ontstaan der scade
redelijkerwijze was te voorzein).

Didalam pelaksanaan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum
adalah mendasarkan pada teori Adequatie. Hal ini karena setiap adanya perbuatan
merupakan sebab terjadinya kerugian, dimana perbuatan itu menimbulkan
kerugian pada orang lain. Seseorang yang merasa dirugikan harus dapat
menunjukkan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk mendukung kebenarannya dan

memperoleh ganti kerugian.

3.2 Prosedur dalam mengajukan gugatan ganti kerugian dalam kecelakaan
lalu lintas.
Agar supaya ahli waris segera mendapat ganti kerugian dan tidak perlu

untuk membayar biaya perkara dalam menuntut kerugian maka prosedur yang
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paling menguntungkan bagi si korban, dengan cara mengajukan penggabungan
tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana (pasal 98 KUHAP).

Dalam hal penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana ini,
pertama yang diajukan adalah tuntutan pidana. Dalam proses selanjutnya apabila
korban atau ahli warisnya ingin menuntut ganti kerugian immateriil maka bisa
mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dideritanya ke Pengadilan Negeri
setempat.

Bahwa perlu diketahui dalam pemeriksaan acara pidana telah mengenal 3
macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. acara pemeriksaan biasa.

Dalam acara biasa dan singkat permohonan tuntutan ganti rugi dapat
diajukan sampai batas akhir sebelum acara tuntutan pidana dari jaksa penuntut
umum.

Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan
singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan
lain.

Dimulai hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka
untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-
anak (pasal 153 ayat 3 KUHAP).

Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang
dimengerti oleh terdakwa dan saksi (pasal 153 ayat 2). Kalau kedua ketentuan itu
tidak dipenuhi, maka batal demi hukum (pasal 153 ayat 4).

Yang pertama dipanggil masuk adalah terdakwa yang walaupun ia dalam
tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Dalam penjelasan pasal 153 ayat 1
yang mengatur hal ini, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan bebas
1alah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan.

Apabila terdakwa tidak hadir, Hakim ketua sidang meneliti apakah
terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah Hakim ketua
sidang menunda persidangan dan memerintah supaya terdakwa dipanggil lagi
untuk hadir pada hari sidang berikutnya (pasal 154 ayat 3 KUHAP).
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Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa
alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan
dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (pasal 153 ayat 6 KUHAP).

Menurut ketentuan yang pertama dipanggil masuk kesidang ialah
terdakwa. Mula-mula Hakim menanyakan identitasnya seperti nama, tempat lahir,
umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan
pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu
yang didengar dan dilihatnya disidang (pasal 155 ayat 1 KUHAP). Sesudah itu
Hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum membacakan surat
dakwaannya, kemudian Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah
1a sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa tidak mengerti, penuntut umum
atas permintaan Hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan
(pasal 155 ayat 2 KUHAP).

Penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa penjelasan oleh penuntut
umum itu untuk menjamin hak terdakwa guna memberikan pembelaannya, dan
hanya dapat dilakukan pada permulaan sidang.

Sesudah pembacaan dan penjelasan surat dakwaan oleh penuntut umum,
maka terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan tentang
pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut atau dakwaan tidak dapat
diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Undang-undang tidak menjelaskan
kapan suatu dakwaan atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Apabila terdakwa atau penasehat hukum keberatan, penuntut umum diberi
kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, kemudian Hakim
mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan
(pasal 156 ayat 1 KUHAP). Kalau keberatan tersebut diterima oleh Hakim, maka
perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut dan untuk ini penuntut umum dapat
mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang
bersangkutan (pasal 156 ayat 2 dan 3).

Pemeriksaan saksi ditentukan dalam pasal 160 bahwa yang pertama-tama
didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Kemungkinan urutan

pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan Hakim ketua sidang setelah
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mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Satu hal
yang perlu diperhatikan ialah ketentuan dalam pasal itu yang mengatakan bahwa
saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang
tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa
atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau
sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan
saksi tersebut.

Kalau pemeriksaan sidang dipandang sudah selesai, maka penuntut umum
mengajukan tuntutan pidana. Sesudah itu terdakwa dan atau penasehat hukum
mengajukan pembelian yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan
ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
Semua ini dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan diserahkan kepada
Hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan (pasal 182
ayat 1 KUHAP).

Setelah itu, Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan
dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi baik atas
kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan
penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan

alasannya (pasal 182 ayat 2 KUHAP).

2. acara pemeriksaan singkat.

Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi
pemeriksaan singkat, kecuali yang ditentukan lain. Hal ini dapat dibaca dalam
pasal 203 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa dalam acara ini (acara
pemeriksaan singkat) berlaku ketentuan bagian kesatu mengenai pemanggilan dan
dakwaan. Bagian kedua mengenai memutus sengketa mengenai wewenang
mengadili dan bagian ketiga mengenai acara pemeriksaan biasa. Disini tidak
dinyatakan berlaku juga bagian keempat mengenai pembuktian dan putusan. Alat

pembuktian yang justru terletak dibagian itu tidak dinyatakan berlaku bagi
pemeriksaan singkat.
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Diatas telah dikatakan bahwa ada hal-hal yang secara Kkhusus
menyimpang dari acara pemeriksaan biasa, hal itu adalah :

a. penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari
catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan
kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu
tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara
sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat 3a);

b. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang
(pasal 203 ayat 3d);

c. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (pasal 203 ayat
3e).

Acara pemeriksaan singkat yang dimaksud adalah acara pemeriksaan
yang menurut penuntut umum pembuktiannya mudah dan sederhana. Penuntut
umum menghadapkan terdakwa dengan memberitahukan dari catatan kepada
terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pemberitahuan yang dicatat dalam berita acara sidang, merupakan
pengganti surat dakwaan. Pemeriksaan tambahan dalam acara pemeriksaan
singkat yang diperlukan Hakim apabila belum diselesaikan penuntut umum dalam
waktu 14 hari, perkara tersebut diajukan kesidang Pengadilan secara biasa.

Dalam acara pemeriksaan singkat ini, amar putusan tidak dibuat secara
khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang, sedangkan isi surat putusan
tersebut adalah sama dengan putusan Pengadilan secara biasa atau mempunyai

kekuatan hukum yang sama.

3. acara pemeriksaan cepat.

Dalam acara pemeriksaan cepat tuntutan ganti rugi dapat diajukan batas
akhir paling lama sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Setelah putusan ganti
rugi dikabulkan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tuntutan
ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara permohonan pelaksanaan eksekusi
layaknya seperti permohonan pelaksanaan eksekusi dalam acara perdata yang

dalam hal ini sebagai pihak pelaksana eksekotor adalah panitera kepala.
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Pemeriksaan cepat dibagi dua menurut KUHAP, yang pertama acara

pemeriksaan tindak pidana ringan dan yang kedua acara pemeriksaan perkara

pelanggaran lalu lintas jalan. Yang pertama termasuk delik yang diancam dengan

pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-

banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah dan penghinaan ringan. Yang kedua

termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan

lalu lintas jalan.

Penjelasan pasal 211 KUHAP memberi uraian tentang apa yang dimaksud

dengan perkara pelanggaran tertentu, sebagai berikut:

a.

mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan
ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan
kerusakan pada jalan;

Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat
izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji
kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut
ketentuan peraturan perUndang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat
memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa;

Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh
orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;

Tidak memenuhi peraturan perUndang-undangan lalu lintas jalan tentang
penomeran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan
syarat penggandengan dengan kendaraan lain;

Membiarkan kendaraan bermotor yang ada dijalan tanpa dilengkapi plat
nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang
bersangkutan;

Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas
jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda
yang ada dipermukaan jalan;

Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan,
cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan

membongkar barang;
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h. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan
beroperasi dijalan yang ditentukan.

Hal-hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa, pada
pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan :

a. satu hal yang kelupaan oleh pembuat undang-undang ini ialah berbeda dengan
yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 205 ayat 1 dan
3 KUHAP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu
lintas jalan. Pemeriksaan dilakukan oleh seorang Hakim tunggal padahal
maksud pembuat Undang-undang pasti demikian;

b. untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara
pemeriksaan (pasal 212 KUHAP);

¢. terdakwa dapat menunjuk scorang dengan surat untuk mewakilinya disidang
(pasal 211 KUHAP);

d. pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (pasal
214 ayat 1 KUHAP);

e. dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa
pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan
(psal 214 ayat 4 KUHAP);

f. dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada
terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang
menjatuhkan putusan itu (pasal 214 ayat 5 KUHAP);

g. jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat 4 (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap
putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding (pasal 214 ayat 8 KUHAP).

Apabila ahli waris ingin mendapatkan ganti rugi immateriil, ahli waris
harus menempuh cara mengajukan tuntutan ganti rugi dengan dasar gugatan
perbuatan melawan hukum. Pengajuan gugatan tersebut dilakukan kepada
tergugat di Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Bagi ahli
waris dapat leluasa menuntut ganti kerugian sesuai dengan apa yang diharapkan,

tentunya dengan pembuktian dipersidangan. Demikian pula ahli waris dalam
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kapasitas sebagai penggugat dapat menggugat kepada pihak-pihak selain dari
pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Adapun tata cara jalannya persidangan perkara perdata adalah sebagai
berikut :

A. persidangan pertama.

Pada asasnya hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat yang
mengatur kepentingan perorangan. Hal ini membawa konsekuensi tersendiri
dalam berperkara yakni lancar atau tidaknya perkara perdata tersebut tergantung
tingkat kehadiran para pihak di persidangan dan ketegasan, kearifan,
kebijaksanaan dari Majelis Hakim yang menangani perkara. Persidangan pertama
perkara perdata ditemukan adanya kemungkinan sebagai berikut :

(1) kemungkinan hadirnya para pihak

Penggugat atau para penggugat atau kuasanya dan tergugat atau para
tergugat atau kuasanya semua hadir di persidangan Pengadilan Negeri. Apabila
para pihak hadir di persidangan maka perkara perdata tersebut ada 2 alternatif cara
penyelesaiannya, yaitu :

(a) perdamaian

Setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali
sidang kesusilaan, perceraian dan sebagainya dengan pintu tertutup) maka para
pihak diperintahkan Ketua Majelis Hakim masuk ke ruang persidangan.
Kemudian Ketua Majelis Hakim menanyakan identitas masing-masing pihak
berperkara sesuai identitas dalam surat gugatan.

Ada 4 macam kriteria dasar untuk mendamaikan para pihak berperkara,
yaitu :

(1) memperbaiki hubungan pithak yang bersengketa;

(11) menghasilkan kesepakatan (kompromi);

(i)  kesepakatan mampu menyelesaikan kepentingan yang beradu (konflik
interest),

(iv)  menyelaraskan tindakan dan kepentingan.
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(2) kemungkinan tidak hadirnya para pihak

Pada persidangan pertama ada kemungkinan para pihak tidak hadir
dipersidangan. Kalau para pihak tersebut entah penggugat atau para penggugat
ataukah tergugat atau para tergugat tidak hadir dipersidangan maka atas
ketidakhadiran mereka, Majelis Hakim dapat mengundurkan sidang sekali lagi
guna memanggil para pihak. Apabila mereka tidak dipanggil secara sah dan
sepatutnya atau dapat mengambil tindakan sebagai berikut :
(a) gugatan gugur

Apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan ternyata penggugat
sendiri atau kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil
dengan sepatutnya, sedangkan para tergugat atau para tergugat atau kuasanya
yang sah datang maka gugatan penggugat atau para penggugat digugurkan dan
dihukum untuk membayar biaya perkara. Didalam gugatan yang digugurkan ini
dapat diajukan sekali lagi dengan membayar verschot biaya perkara dan apabila
sebelumnya telah dikabulkan adanya sita jaminan dan dengan digugurkan surat
gugatan maka dengan demikian penyitaan menjadi gugur pula karenanya.
(b) putusan verstek/verstek vonnis

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim
yang menyidangkan perkara tanpa kehadiran tergugat atau para tergugat.
Konkretnya, apabila penggugat atau para penggugat atau kuasanya pada sidang
pertama hadir di persidangan akan tetapi tergugat atau para tergugat seluruhnya
atau kuasanya yang sah tidak hadir, pada hal mereka telah dipanggil dengan
sepatutnya maka perkara tersebut akan diputus dengan verstek. Putusan verstek
tidak berlaku jikalau tergugat atau para tergugat walaupun tidak hadir
dipersidangan kemudian mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan (eksepsi)
ketidakwenangan Pengadilan Negeri.

Didalam putusan verstek maka ada beberapa kemungkinan terhadap surat
gugatan, yaitu :
(1) surat gugatan penggugat atau para penggugat dikabulkan seluruhnya oleh

Majelis Hakim,

(i)  surat gugatan penggugat atau para penggugat dikabulkan untuk sebagian;
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(111)  surat gugatan penggugat atau para penggugat ditolak;

(iv)  surat gugatan penggugat atau para penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima.

B. Persidangan kedua.

Pada persidangan kedua merupakan giliran tergugat atau para tergugat
atau kuasanya untuk memberi tanggapan terhadap surat gugatan penggugat atau
para penggugat atau kuasanya. Dalam praktek tanggapan ini lazim disebut dengan
istilah jawaban gugatan. Secara global, asasnya jawaban gugatan tersebut
berisikan aspek-aspek sebagai berikut :

(1) eksepsi

Pengertian eksepsi kerap diterjemahkan dengan istilah tangkisan
merupakan jawaban tergugat atau para tergugat atau kuasanya yang tidak
langsung mengenai pokok perkara. Konkretnya, jawaban gugatan mengenai segi
formal dari surat gugatan. Secara eksplisit eksepsi atau tangkisan ini harus
diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap
eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri diputus melalui Putusan
sela.

(2) dalam pokok perkara (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi)

Jawaban tergugat atau para tergugat atau kuasanya dalam pokok perkara
sering juga disebut dengan istilah jawaban dalam konvensi, merupakan jawaban
sebenarnya dari surat gugatan penggugat atau para penggugat atau kuasanya.
Dalam praktik perihal jawaban dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

Pada praktek Peradilan hakekatnya jawaban dalam konvensi berisikan
hal-hal sebagai berikut :

(1) menyangkal surat gugatan penggugat atau para penggugat atau kuasanya;
(i)~ mengakui atau membenarkan surat gugatan penggugat atau para
penggugat atau kuasanya,
(i)  mengemukakan fakta-fakta baru.
(3) permohonan (petitum)
Permohonan (petitum) merupakan inti dasar dari jawaban tergugat atau

para tergugat atau kuasanya. ldentik dengan hakekat jawaban di atas maka
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petitum ini dapat berupa menolak atau penangkalan atas gugatan penggugat atau
para penggugat atau kuasanya, dapat juga berupa membenarkan atau mengakui
surat gugatan tersebut atau mengajukan fakta-fakta baru.

C. Persidangan ketiga (replik).

Atas jawaban tergugat atau para tergugat atau kuasanya maka
kesempatan berikutnya diberikan kepada pihak penggugat atau para penggugat
atau kuasanya, yang lazim dalam praktek disebut dengan istilah replik yang
berarti memberi jawaban kembali (balasan) atas jawaban tergugat atau para
tergugat atau kuasanya.

D. Persidangan keempat (duplik)

Duplik merupakan jawaban tergugat atau para tergugat atas replik
penggugat atau para penggugat. Dalam praktek penyusunan duplik apabila ada
gugatan rekonvensi berisikan duplik konvensi dan replik rekonvensi, dan disusun
berdasarkan apa yang dibahas penggugat atau para penggugat dalam repliknya.

E. Persidangan kelima (pembuktian penggugat).

Pada persidangan ini maka berdasarkan pembuktian secara konvensional
diberikan kepada penggugat terlebih dahulu mengajukan alat-alat bukti seperti alat
bukti surat, saksi dansebagainya. Untuk dapat membantah dalil-dalil gugatan
maka pada kesempatan ini pula diberikan kesempatan kepada tergugat atau para
tergugat atau kuasanya mengajukan pertannyaan atau penyangkalan terhadap alat
bukti penggugat atau para penggugat atau kuasanya.

F. Persidangan keenam (pembuktian tergugat).

Pada persidangan keenam ini merupakan giliran tergugat atau para
tergugat atau kuasanya untuk mengajukan pembuktian dan alat-alat bukti yang
dipunyainya dan jalannya persidangan identik dengan persidangan kelima dengan
memberi kesempatan penggugat atau para penggugat atau kuasanya untuk
bertanya dan menyangkal bukti-bukti tergugat atau para tergugat atau kuasanya

dalam rangka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatanya.
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G. Persidangan ketujuh (kesimpulan atau conklusie).

Pada sidang ini para pihak mengajukan kesimpulan atau conklusie dari
hasil-hasil selama persidangan berlangsung. Pada dasarnya substansi kesimpulan
merupkan hal yang menguntungkan para pihak dan merugikan pihak lainnya.

H. Persidangan kedelapan (putusan).

Persidangan ini merupakan tahap terakhir dari persidangan di Pengadilan
Negeri dan terhadap putusan Hakim ini, apabila para pihak tidak menerima dapat
mengajukan permohonan permintaan banding (revisi) kepada Pengadilan tinggi.
Pernyataan banding diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan

diucapkan.

Didalam hukum acara perdata ada dua macam upaya hukum, yaitu :
1. upaya hukum biasa

dalam hukum acara perdata terhadap upaya hukum biasa ada tiga macam,
yaitu :

a. perlawanan (verzet)

Upaya hukum perlawanan atau verzet diatur dalam pasal 123 ayat (3) Jo
pasal 129 HIR atau pasal 149 ayat (3) Jo pasal 153 RBg, dan dilakukan terhadap
tergugat yang dijatuhkan putusan ketidakhadiran (verstek). Dalam praktek
peradilan verzet dilakukan tergugat kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan
putusan verstek dan kedua perkara tersebut (verstek dan verzet) dijadikan satu
dalam register diberi satu nomor perkara dan sedapat-dapatnya perkara tersebut
menjatuhkan putusan verstek. Selain itu menurut putusan Mahkamah Agung RI
Nomor: 307/sip/1975 tanggal 2 september 1976 perkara verzet terhadap putusan
verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Kemudian dalam mengajukan upaya hukum verzet atau perlawanan ini
maka haruslah dilakukan oleh pihak yang dijatuhkan putusan verstek atau pihak-
pihak dalam perkara. Tidaklah diperkenankan, menurut pandangan Mahkamah
Agung Rl apabila perlawanan dilakukan oleh pihak yang tidak dijatuhkan putusan

verstek.
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Setelah hal-hal sebagaimana tersebut diindahkan maka tahap berikutnya
yang harus diperhatikan dengan seksama dalam melakukan upaya hukum
perlawanan atau verzet adalah mengenai tenggang waktu mengajukan perlawanan.
Adapun tenggang waktu mengajukan perlawanan , adalah sebagai berikut :

(1) dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan verstek
diberitahukan kepada tergugat secara sah;

(i)  sampai dengan hari kedelapan setelah dilakukan peringatanpelaksanaan
putusan dalam hal pemberitahuan putusan verstek tidak diberitahukan
kepada tergugat itu sendiri;

(ii1)  apabila tergugat tidak datang menghadap setelah dipanggil dengan patut
sampal dengan hari keempat belas setelah dilaksanakannya perintah
tertulis.

b. banding (revisi)

Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang
merupakan peradilan ulangan atau revisi dari putusan Pengadilan Negeri.
Konkretnya, sebagai peradilan ulangan maka Pengadilan Tinggi memeriksa
kembali perkara perdata dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun
penerapan hukumnya.

Pada asasnya, eksistensi upaya hukum banding ideal dilakukan oleh para
pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang dikalahkan oleh putusan Pengadilan
Negeri atau yang bersangkutan. Didalam praktek peradilan tak jarang dijumpai
bahwa pihak yang menangpun atau yang diuntungkan oleh putusan Pengadilan
Negeri melakukan upaya hukum banding dengan berbagai macam dalih baik yang
bersifat yuridis maupun non yuridis.

c. Kkasasi

Upaya hukum kasasi merupakan lembaga hukum yang dilahirkan
diperancis dengan istilah “cassation” dan berasal dari kata kerja “casser” yang
berarti membatalkan atau memecahkan adalah salah satu tindakan Mahkamah
Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan Pengadilan-
Pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan pemeriksaan tinkat ketiga. Hal ini

dikarenakan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali
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perkara tersebut akan tetapi hanya deperiksa masalah hukumnya atau penerapan
hukumnya, sehingga yang dapat mengajukan permohonan kasasi dalam perkara
perdata adalah pihak-pihak yang berperkara atau wakilnya yang dikuasakan
khusus untuk itu. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan hanya satu kali
terhadap perkara yang telah menggunakan upaya hukum banding kecuali
ditentukan lain oleh undang-undang,
2. upaya hukum luar biasa
a. peninjauan kembali
Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya agar Putusan
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah
berkekuatan hukum tetap mentah kembali. Pada prinsipnya peninjauan kembali
tidak menangguhkan eksekusi dan peninjauan kembali ini harus diajukan sendiri
oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang
khusus dikuasakan untuk itu, kemudian permohonan peninjauan kembali hanya
dapat diajukan satu kali dan ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua
Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan
membayar biaya perkara.
Alasan-alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali terhadap

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, adalah :
(1) apabila putusan berdasarkan pada suatu ;

a. kebohongan, atau

b. tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus, atau

c. didasarkan bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
(1)  apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti bersifat

menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
(i11)  apabila telah dikabulkan mengenai;

a. suatu hal yang tidak dituntut, atau

b. lebih dari pada yang dituntut.
(iv)  apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa

dipertimbangkan sebab-sebabnya;
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(v) putusan bertentangan antara satu dengan lainnya, dalam hal ini terdapat
hal-hal,
a. pihak-pihak yang sama;
b. mengenai soal yang sama;
c. atas dasar yang sama;
d. oleh Pengadilan yang sama;
¢. sama tingkatnya.
(vi)  apabila dari suatu putusan terdapat;
a. suatu kekhilatan Hakim;
b. suatu kekeliruan yang nyata.

Pada dasarnya putusan peradilan terhadap peninjauan kembali dalam
perkara perdata dapat diklasifikasikan kedalam tiga golongan, yaitu:

(1) putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak
dapat diterima;

(i)  putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali ditolak;

(i)  putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali
dikabulkan.

b. derden verzet (verzet door derden)

Pada asasnya derden verzet adalah upaya hukum luar biasa yang
dilakukan oleh pihak ketiga melawan putusan Hakim yang merugikannya. Dalam
praktek peradilan perlawanan pihak ketiga ini dapat dilakukan terhadap sita
conservatoir, sita revindicatoir atau sita eksekusi atas dasar hak milik. Tegasnya,
hanya pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita
saja yang berhak melakukan derden verzet.

Dalam hal melakukan derden verzet maka yang perlu diperhatikan oleh
pelawan agar perlawanan berhasil maka pelawan harus bisa membuktikan bahwa
barang yang disita itu merupakan miliknya. Apabila berhasil maka pelawan akan
dinyatakan sebagai pelawan yang benar atau jujur dan sita diperintahkan untuk
diangkat. Apabila sebaliknya pelawan tidak dapat membuktikan sebagai pemilik
barang maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau

tidak jujur dan sita akan tetap dipertahankan.
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Dalam praktik, sehubungan dengan diajukan perlawanan pihak ketiga ini,
Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara selalu harus melaporkan
perkembangan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan
agar Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan kebijaksanaan mengenai

diteruskannya atau ditangguhkannya eksekusi terhadap perkara tersebut.

3.3 Dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan ganti kerugian dalam
kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal tuntutan ganti rugi pihak yang menuntut harus dapat
membuktikan dasar dalil gugatannya. Oleh karena dasar dalil gugatannya adalah
perbuatan melanggar hukum maka sipenuntut harus memenuhi atau membuktikan
sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, antara lain :

1. perbuatan itu harus merupakan perbuatan melanggar hukum;
2. adanya kesalahan;

3. adanya kerugian;

4. adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat.

Sebagaimana pembuktian pihak penggugat harus mengajukan alat-alat
bukti diantara lainya sebagaimana tercantum dalam hukum acara perdata, HIR
yang berlaku untuk jawa dan madura dan Rbg bagi mereka yang berada diwilayah
hukum luar jawa dan madura. Alat bukti itu tercantum dalam pasal 186 HIR dan
284 Rbg serta 1866 KUHPerdata yang antara lain, saksi, persangkaan-
persangkaan, pengakuan, surat dan sumpah. Alat bukti pidana tercantum dalam
pasal 184 KUHAP yang antara lain, surat, keterangan saksi, keterangan ahli,
keterangan terdakwa dan petunjuk.

Setelah bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat kemudian
dibandingkan bukti-bukti tergugat Hakim yang memeriksa, maka Hakim akan
menilai apakah benar terdapat suatu peristiwa hukum adanya peristiwa melanggar

hukum.
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Majelis sclanjutnya akan mempertimbangkan ganti rugi yang dituntut
oleh penggugat didasarkan pada bukti-bukti kerugian baik materiil maupun
immateriil yang diajukan oleh sipenggugat berdasarkan alat bukti tersebut.

Khusus dalam penggabungan perkara pidana kerugian yang bisa didapat
hanya kerugian yang nyata-nyata diderita oleh sikorban, yang hanya dapat
dibuktikan oleh alat bukti surat, seperti biaya pengobatan maupun biaya
penguburan. Selain itu juga berdasarkan rasa keadilan, Hakim juga dapat
mengabulkan ganti rugi didasarkan pada rasa keadilan tadi.

Pertanggungjawaban karena resiko tidak hanya terdapat dalam pasal-
pasal 1367 ayat 3, 1368 dan 1369 KUHPerdata, tetapi juga pasal 31
Wegenverkeersweet (WvW) yang dalam kecelakan lalu lintas mempunyai
kedudukan penting. Pasal ini memberikan perlindungan khusus kepada pemakai
jalan yang bukan kendaraan bermotor terhadap bahaya karena adanya kendaraan
bermotor dijalan-jalan.

Menurut pasal tersebut jika terjadi tabrakan antara kendaraan bermotor
(termasuk sepeda motor) dengan yang bukan kendaraan bermotor (misalnya
pejalan kaki, pengendara sepeda dan sebagainya) dan menimbulkan kerugian pada
bukan kendaraan bermotor. Disini pemegang kendaraan bermotorlah yang harus
mengganti  kerugian, kecuali bila dapat diterima bahwa tabrakan tersebut
disebabkan karena keadaan terpaksa (overmacht). Dengan didasarkan pada pasal
tersebut pemakai jalan yang bukan kendaraan bermotor yang dirugikan itu tidak
perlu bersusah payah membuktikan tentang kesalahan pengemudi kendaraan
bermotor dalam menuntut penggantian atas kerugian yang dideritanya. Akan
tetapi pemilik kendaraan-kendaraan bermotor tersebutlah yang harus berusaha
mengemukakan fakta-fakta ataupun saksi sehingga dapat diterima oleh Hakim
akan adanya keadaan terpaksa (overmacht).

Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak perlu membuktikan
bahwa tabrakan tersebut discbabkan karena overmacht, Hakimlah yang akan
mempertimbangkannya berdasarkan apa yang ternyata dalam pemeriksaan.
Bahkan menurut Arrest Hoge Raad 18 juni 1971, NJ 1971, 354 Hakim dapat

menyatakan adanya overmacht berdasarkan keterangan seorang saksi.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

45

Secara  singkat  dapat dirumuskan bahwa pasal 31 WvW
(Wegenverkeersweet) hanya dapat diterapkan dalam hal :

a. terjadi tabrakan (botsing, aanrijding of overrijding);

b. kerugian disebabkan oleh kendaraan bermotor (yang menurut Undang-undang
adalah setiap kendaraan yang digerakkan olch motor, yang tidak berjalan
diatas rel);
kendaraan bermotor itu harus sedang berjalan;

d. tempat kejadian adalah disuatu jalan umum;

€. ganti rugi yang dituntut bukan disebabkan oleh kendaraan bermotor lainya
yang sedang berjalan atau oleh hewan yang terlepas;

f. kerugian itu juga tidak atas orang atau barang yang diangkat oleh kendaraan
bermotor itu sendiri.

Rantar terakhir dari suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, dan
merupakan bagian yang terpenting bagi pihak yang dirugikan dalam peristiwa
tersebut adalah penggantian atas kerugian yang timbul karana kecelakaan itu.

Bila sudah dapat ditentukan siapa yang bertanggungjawab atas kerugian
tersebut apakah sipelaku yang bertanggungjawab ataukah pertanggungjawaban
seseorang dalam kwalitas tertentu dan berapa besar tanggungjawabnya, maka
barulah timbul persoalan kerugian mana yang dapat diganti dan berapa besarnya.

Pada prinsipnya semua kerugian, kecuali kerugian immateriil harus
diganti sepenuhnya. Namun demikian didalam undang-undang dan juga
Yurisprudensi terdapat ketentuan-ketentuan yang membatasi hakim dalam
membebankan ganti rugi kepada tergugat. Hal itu terlihat antara lain dalam hal :

1. bila ada pelanggaran terhadap intergritas (misalnya luka-luka, kematian dan
penghinaan), maka berlakulah peraturan-peraturan khusus mengenai ganti
ruginya menurut hukum, harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan
kedua belah pihak serta menurut keadaan (pasal 1370, 1371 dan 1372
KUHPerdata);

2. bilamana mengenai kematian, maka satu-satunya ganti rugi yang dapat
dituntut adalah hilangnya nafkah yang ditinggalkan yang lazimnya diterima
dari yang meninggal (korban) (pasal 1370 KUHPerdata);
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3. dalam hal kerugian itu timbul scbahagian diakibatkan karena kesalahan korban
sendin maka sebahagian kerugian harus dipikul oleh korban sendiri menurut
imbangan kesalahannya (yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya
tanggal 27 November 1975 Nomor 199 k/sip/1973.

Cara menilai kerugian dengan baik tergantung pada jenis kerugian yang
timbul itu dan kepuasan yang dapat diberikan. Yang paling sederhana adalah jika
kerugian yang timbul itu berkurangnya nilai kekayaan (vermogensvermindering),
maka jalan keluarnya adalah penggantian dalam bentuk uang. Ada pula
kepentingan yang didalam suatu sengketa dituntut penggantiannya dalam bentuk
barang (natura) dan dikembalikan dalam keadaan semula atau kenyataan
diambilnya atau ditiadakannya akibat dari perbuatan melawan hukum.

Kesalahan ataupun turut bersalahnya (eigenschuld atau medeschuld)
pihak yang dirugikan adalah faktor yang berpengaruh ketika menetapkan
pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, sehingga kewajiban mengganti
rugi dibatasi sampai satu bagian dari kerugian.

Sejak arrest tersebut dianut pendapat bahwa dalam hal kesalahan ataupun
turut bersalahnya (modeschuld atau eigenschuld) kewajiban mengganti rugi
dibatasi sampai suatu bagian dari kerugian. Namun bilamana eigenschuld dari
pihak yang dirugikan itu demikian kecilnya dibandingkan dengan kesalahan
pelaku, maka pelaku tetap bertanggungjawab penuh.

Dalam Yurisprudensi Indonesia masalah eigenschuld juga menjadi bahan
pertimbangan Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban atas kerugian yang
ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Putusan mahkamah Agung tanggal 27 November 1975 No.
199k/sip/1973 menyatakan bahwa :

Kelalaian dari pada pengemudi oto penggugat-terbanding sendiri
mengurangi  pertanggungjawaban tergugat-pembanding akan akibat
tabrakan itu, sehingga adalah adil jikalau biaya perbaiakan oto milik

penggugat-terbanding untuk 1/3 bagian dibebankan kepadanya dan untuk
2/3 bagian kepada tergugat-pembanding,

Atas dasar pertimbangan itulah, maka Hakim dapat menentukan besarnya

ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Sekalipun belum ada
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keputusan Pengadilan mengenai peristiwa tabrakan tersebut, maka penggugat
dapat memperoleh ganti kerugian materiil maupun immateriil, dengan perincian

sebagai berikut :

a. materiil :
I. perbaikan sepeda pancal................................Rp. 50.000,-
2. pengurangan nilai jualnya...............................Rp. 100.000,-
3. biaya kematian suami sampai 1000 harinya...........Rp. 2.000.000,-
4. biaya perawatan dokter..................................Rp. 1.850.000,-
b. immateriil

1. kehilangan penghasilan dari alm. Suami penggugat

asli selaku guru SMP selama 15 Tahun...............Rp.12.000.000.-

2. biaya hidup anak-anak (4 anak) selama 15 tahun... Rp.14.000.000,-
3. biaya sekolah anak-anak sampai tamat SMA... ... ... Rp.10.000.000.-
Jumlah kerugian a dan b Rp.40.000.000,-

Ganti rugi baru bisa diterima apabila telah melalui proses pelaksanaan
cksekusi baik dalam perkara perdata maupun penggabungan ganti rugi dalam
perkara pidana. Dalam penggabungan ganti rugi pidana dengan acara perdata,
pihak eksekutor adalah panitera kepala Pengadilan Negeri sedangkan dalam acara
pidana eksekutornya adalah jaksa. Bagi pemohon pelaksanaan eksekusi diajukan
kepaniteraan pengadilan.

Syaratnya  putusan tentang tuntutan ganti rugi harus mempunyai
kekuatan hukum tetap, jadi tidak ada lagi upaya banding (kasasi). Sebelum
pelaksanaan cksekusi sipemohon dilakukan peneguran untuk membayar ganti rugi
agar pembayaran ganti rugi itu dibayar (an money).

Setelah peneguran untuk membayar tidak diindahkan oleh sipemohon
petugas dari Pengadilan negeri akan melaksanakan eksekusi agar sitermohon
secepatnya membayar ganti rugi. Dalam peneguran tersebut diberikan jangka
waktu selama 8 hari setelah peneguran maka ganti rugi harus dibayar dan apabila

tidak dibayar maka petugas akan melakukan tindakan.
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Apabila si termohon tidak mau melakukan isi keputusan maka petugas
dari Pengadilan Negeri akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik
si termohon, agar barang-barang tersebut dijual lelang. Hasil penjualan lelang
akan diberikan sebesar ganti rugi sesuai dengan yang ada dalam keputusan,
apabila lebih maka uangnya dikembalikan dan apabila kurang maka dicari barang
yang lain sebagai jaminan dalam pembayaran kekurangannya.

Menurut pendapat Pudji Tri Rahadi (Hakim yang menangani masalah
tersebut) maka atas dasar pertimbangan yang didasarkan pada rasa kemanusiaan
mengenai jumlah kerugian yang diminta tersebut, tidak sepenuhnya bisa
diberikan. Hal ini karena keadaan perckonomian dari pelaku atau tergugat sebagai
seorang petani yang tidak memungkinkan untuk memberikan ganti kerugian
sebesar yang diminta oleh penggugat. Jadi dalam hal penggantian kehilangan
penghasilan suami serta biaya hidup keluarga akan disesuaikan sebesar
kemampuan perekonomian pelaku atau tergugat.

Didalam kecelakaan lalu lintas selalu ada pertanggungjawaban dari Jasa
Raharja yang berupa santunan. Santunan ini diberikan atas dasar perundang-
undangan, misalnya karena luka atau cacatnya anggota badan korban maupun
meninggal dunia. Peranan Jasa Raharja dalam pelaksanaan ganti kerugian disini
adalah tidak ada sangkut pautnya. Jadi disini Jasa Raharja hanya memberikan
santunan kepada pengendara kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan

lalu lintas. (Hasil wawancara hari Senin tanggal 27 Mei 2002)
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Berdasarkan uraian dimuka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
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4.1 Kesimpulan

1. persyaratan yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian dalam
kecelakaan lalu lintas dapat berhasil adalah mengacu pada hukum acara
perdata, yaitu bahwa gugatannya harus jelas, padat dan singkat.

Persyaratan tersebut antara lain :

a. apabila antara pihak korban dengan terdakwa tidak terjadi perdamaian
atau penggantian biaya atau santunan dari terdakwa kepada korban.
Dasar hukumnya : pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. (1) dalam hal gugatan perdata dasar gugatannya adalah Perbuatan

Melanggar Hukum.
dasar hukumnya : pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.

(1) dalam hal perkara pidana tuntutan ganti rugi bisa diajukan
dalam penggabungan perkara ganti kerugian.
Dasar hukumnya : pasal 98 ayat (1) Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana.

Dalam hal penggabungan ini tidak menutup kemungkinan untuk
mengajukan gugatan perdata tanpa menunggu putusan Pengadilan
Negeri,

c. (1) dalam perkara perdata tuntutan kerugian baik meteriil maupun

immateriil harus diajukan dalam gugatan perdata.
(i1)  dalam perkara pidana tuntutan kerugian materiil saja yang hanya
dapat digabungkan dalam perkara pidana (pasal 98 KUHAP).

2. prosedur mengajukan gugatan ganti kerugian karena kecelakaan lalu lintas,
agar supaya ahli warls segera mendapat ganti kerugian dan tidak perlu untuk
membayar biaya perkara adalah dengan cara mengajukan penggabungan

tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana (pasal 98 KUHAP).

49
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3. dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan ganti kerugian dalam

kecelakaan lalu lintas, adalah dimana penuntut harus dapat membuktikan
dasar dalil gugatannya. Penuntut harus menunjukkan bahwa pelaku benar-
benar terbukti bersalah. Bukti-bukti tersebut harus ditunjukkan di persidangan
beserta saksi yang melihat kejadian tersebut untuk memberikan keterangan
dengan jelas dalam memperoleh kebenaran. Oleh karena dasar dalil
gugatannya dalah perbuatan melawan hukum maka si penuntut harus
memenuhi atau membuktikan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1365
KUHPerdata, antara lain:
perbuatan itu harus merupakan perbuatan melawan hukum;

a
b. adanya kesalahan;

Q

adanya kerugian;

d. adanya hubungan kausalitas atau sebab-akibat.

4.2 Saran

Saran yang bisa disampaikan penulis adalah:

Hendaknya persyaratan yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian
dalam kecelakaan lalu lintas dapat berhasil bisa dipermudah bagi si korban
maupun ahli warisnya. Dimana si korban maupun ahli warisnya tersebut sudah
menderita kerugian baik materiil maupun immateriil tidak lagi dibebani
dengan persyaratan yang rumit dan berbelit-belit yang dapat menyulitkan ahli
waris dalam memperoleh ganti kerugian. Diharapkan persyaratan pengajuan
tuntutan ganti kerugian ini bisa dijangkau khususnya pada masyarakat yang
tidak begitu faham tentang hukum.

Hendaknya prosedur dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam
kecelakaan lalu lintas khusunya di Pengadilan Negeri Jombang dapat
dipermudah. Agar korban atau ahli waris bisa secepatnya mendapatkan ganti
kerugian yang menjadi haknya, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak
biaya baik untuk pengajuan perkara tersebut ke Pengadilan maupun untuk

pengobatan. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan ganti
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kerugian dalam kecelakaan lalu lintas maka korban maupun ahli waris
sebaiknya menggunakan cara penggabungan perkara pidana.

3. Hendaknya para Hakim bertindak cermat dan berhati-hati, agar disamping
dapat memuaskan para pihak (korban atau ahli warisnya), juga tidak
membebani tergugat. Hal ini karena penilaian terhadap jenis kerugian pada
manusia dan kerugian immateriil merupakan hal yang paling sulit dalam
menilai ganti rugi, oleh karena itu Hakim harus mempunyai dasar

pertimbangan yang kuat serta bisa dipertanggungjawabkan.
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.PENGADELAN rw*;i:z FOMBANG

Jalan KH. Wahid Hasyim Neo. 135 11Ip (0321) B61434
JOMBANG - 61411

SURAT KETERANGADN
NO.W10.D-08.[]M.O1 . 10-

Yang bertanda tangan dikawah ini, kami :

N ama Ny. Hj. SRI SUTATIEK, SH.M.Hum.

040041091.

NMip

Jabatan

Ketua Pengndilan Negeri Jombang.

dengan ini menerangkan bahwa @

Nama ¢ DEVIE IKA PUSPITASARI.
Nim 98.025.

Progranm

31 Ilmu Hukum Universitas Jember.
Alaoamat

J1. Buroharje, Desa Mojokrapalk, Kecama

tan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Telah melaksanakan kensultasi hulcam tentang masalah " Pelaksa~
naan ganti rugi akibkat perbuatan melawan hukum dalam kecelakan
lalu lintas di Pengadilan Negeri Jombang " dari tanggnl 23 Ma
ret 2002 sampai dengnn selesai.-

Demikian surat keterangan ini dikunt untuk dipergunakan se

perlunysa .-

Jombang, tanggal 4 April 2002.
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